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ABSTRAK 

 

Muhammad Yaasin (2023) :  Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Illegal  

Logging Berdasarkan Peraturan daerah 

Kabupaten Kampar Nomor 13 Tahun 2020 di 

Desa Sekijang Kecamatan Tapung Hilir 

Perspektif Fiqih Siyasah 

 Penelitian ini berangkat dari latar belakang kurang maksimalnya peran 

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Illegal  Logging Berdasarkan Peraturan 

daerah Kabupaten Kampar Nomor 13 Tahun 2020  tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup yang sudah menjadi tanggung jawabnya.  

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penilitan ini adalah 

Bagaimana Pelaksanaan serta apa yang menjadi faktor penghambat dan 

Bagaimana Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Penegakan Hukum Terhadap Pelaku 

Illegal  Logging Berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Kampar Nomor 13 

Tahun 2020  tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Desa 

Sekijang, Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Pelaksanaan 

serta apa yang menjadi Faktor  Penghambat, dan Tinjauan fiqih Siyasah Terhadap 

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Illegal Logging Berdasarkan Peraturan 

Daerah Kabupaten Kampar Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup. Metode penelitian ini adalah penelitian lapangan 

yang bersifat kualitatif.   

Hasil dari penilitian ini adalah menunjukan bahwasanya Penegakan 

Hukum Terhadap Pelaku Illegal  Logging Di Desa Sekijang Kecamatan Tapung 

Hilir Perspektif Fiqih Siyasah  dikatakan cukup terlaksanakan namun belum 

maksimal.  Hal ini dikarenakan adanya beberapa faktor yang menghambat dalam 

pelaksaan pelestarian lingkungan hidup. Hal ini sejalan dengan Fiqih Siyasah. Di 

mana masyarakat merupakan tanggung jawab seorang pemimpin. Pemimpin harus 

menciptakan kemaslahatan kepada masyarakat dengan menjalankan amanah yang 

diberikan dengan baik.  

 

 

Kata Kunci :   Illegal  Logging, Fiqih Siyasah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia sebagai negara agraris kaya sumber daya alam, salah satunya adalah 

sektor kehutanan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan pasal 1 ayat 2, Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa 

hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang berdominasi pepohonan 

dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat 

dipisahkan.
1
 Mengutip dari laman databoks.katadata.co.id, Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melaporkan bahwa luas lahan 

berhutan seluruh daratan Indonesia seluas 95,5 juta hektare (ha) pada tahun 2020. 

Luas tersebut setara dengan 50,9% dari total daratan Indonesia. Dari jumlah 

tersebut, 46,9 juta ha merupakan hutan primer (25%), 43,1 juta ha (23%) 

merupakan hutan sekunder, serta 5,4 juta ha merupakan hutan tanaman (2,9%). 

Luas hutan tersebut tentu memberikan banyak manfaat baik untuk lingkungan 

maupun manusia. Sedangkan luas hutan koservasi di kecamatan Tapung Hilir 

yaitu 4..367 ha.  Bahkan, kebutuhan paling mendasar manusia yaitu oksigen, 

disediakan oleh hutan! Selain itu, keberadaan hutan menjadi pencegah terjadinya 

bencana seperti banjir, longsor, erosi, hingga kekeringan. Hutan juga rumah bagi 

flora dan fauna, apalagi Indonesia terkenal memiliki keanekaragaman hayati. 
2
 

                                                             
1
 Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan pasal 1 ayat (2). 

2 https://www.google.com/amp/s/lindungihutan.com(Diakses pada tanggal19 Desember 

2022).  
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Hutan merupakan sumber daya alam yang tidak ternilai karena didalamnya 

terkandung keanekaragaman hayati sebagai sumber plasma nutfah, sumber hasil 

hutan kayu dan non-kayu, pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta 

kesuburan tanah, perlindungan alam hayati untuk kepentingan ilmu pengetahuan, 

kebudayaan, rekreasi, pariwisata dan sebagainya.
3
  

Dalam memanfaatkan hutan yang merupakan sumber daya alam yang dapat 

diperbaharui, diperlukan sistem pengelolaan hutan yang bijaksana. Salah satunya 

ialah dengan cara menerapkan prinsip kelestarian. Untuk mencapai tujuan 

tersebut, maka pemahaman tentang hutan sebagai suatu masyarakat tumbuh-

tumbuhan serta dipahami oleh semua insan yang memanfaatkan hutan demi 

kehidupannya melalui penguasaan ilmu dan seni serta teknologi hutan dan 

kehutanan. Penyelenggaraan kehutanan disebutkan berasaskan pada manfaat dan 

kelestarian, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan. 

Asas manfaat dan lestari dimaksudkan agar setiap pelaksanaan penyelenggaraan 

kehutanan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian unsur lingkungan, sosial 

budaya dan ekonomi.
4
 

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar sebagai pelaksana urusan 

pemerintahan di bidang lingkungan hidup bertugas untuk melestarikan lingkungan 

hidup yang meliputi penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, 

pemulihan pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup telah melakukan 

berbagai upaya dalam menanggulangi permasalahan pencemaran dan perusakan 

                                                             
3
 Abdul Khalim, Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia Dalam Era Otonomi Daerah.  

(Jakarta : Citra Aditiya Bakti, 2005 ), h 29.  

4
 Koesnadi Hardjasoemantri, Pembangunan Hukum Nasional Keompok Kerja Bidang 

Hukum Dan Sumber Daya, ( Jakarta : Sinar Grafika, 2007 ), h 22. 
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lingkungan, khususnya untuk menjaga kualitas hutan melalui perizinan dan 

pengawasan yang dilakukan secara periodik 

Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar memiliki peran stategis 

dalam pencegahan perusakan atau pencemaran lingkungan, baik melalui perizinan 

maupun pengawasan. Namun saat ini masih ada industri dan kegiatan atau usaha 

yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan tetapi masih dapat melakukan 

aktifitas usaha yang diperparah dengan pembiaran atas pelanggaraan tersebut. 

Illegal Logging atau pembalakan ilegal atau liar merupakan kegiatan 

penebangan kayu secara tidak sah dengan melanggar peraturan 

perundangundangan, yaitu berupa pencurian kayu di dalam kawasan hutan negara 

atau hutan hak (milik) dan atau pemegang izin melakukan penebangan lebih dari 

jatah yang telah ditetapkan dalam perizinannya.
5
 Berdasarkan pengertian diatas, 

maka dapat disimpulkan bahwa illegal logging adalah rangkaian penebangan dan 

pengangkutan kayu ketempat pengolahan hingga kegiatan ekspor kayu tidak 

mempunyai izin dari pihak yang berwenang sehingga tidak sah atau bertentangan 

dengan aturan hukum yang berlaku, oleh karena itu dipandang sebagai suatu 

perbuatan yang dapat merusak hutan. 

Kerusakan hutan juga terjadi akibat kegiatan perambahan hutan dan alih 

fungsi (konversi) hutan. Hutan yang dirambah bisanya digunakan untuk 

kepentingan pemukiman dan pertanian/perladangan. Sementara konversi atau 

perubahan hutan merupakan perubahan kawasan hutan sebagai akibat dari 

                                                             
5
 Suhardi Alius,  Problematika Pemberantasan Illegal logging dan Kejahatan Kehutanan 

di Indonesia, (Jakarta: Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Badan Reserse 

Kriminal 2018), h. 1. 
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pelepasan kawasan hutan untuk keperluan kehutanan serta kegiatan tukar menukar 

kawasan atau perubahan fungsi hutan. Kegiatan perambahan hutan dan konversi 

hutan saat ini telah terjadi baik di hutan lindung maupun hutan konservasi. Data 

Dinas Kehutanan Kabupaten Kampar menunjukkan bahwa luas kawasan hutan 

lindung yang menjadi pemukiman seluas 55.43 ha, kebun campuran seluas 

3012.84 ha, perkebunan sawit muda seluas 1348.17 ha, perkebunan sawit tua 

seluas 414.31 ha dan semak belukar 16.25 ha. Selain di kawasan hutan lindung, 

kawasan hutan konservasi pun tidak luput menjadi lokasi kegiatan perambahan 

dan konversi yang sebagian besar menjadi kawasan perkebunan sawit dan karet 

yang memiliki prospek ekonomi potensial jangka panjang yang memicu 

peningkatan luasan perkebunan ini. Padahal di lain pihak, kawasan konservasi dan 

hutan lindung merupakan kawasan penyangga sistem kehidupan manusia yang 

perlu dipertahankan dan dilestarikan.
6
 Gangguan kesimbangan pada ekosistem 

hutan baik di hutan lindung maupun hutan konservasi dapat menimbulkan 

bencana lingkungan yang tidak sebanding dengan manfaat ekonomi saat ini. Dari 

luas hutan konservasi sebesar 103,136.29 hektar, selain hutan primer (alami) 

didalamnya juga terdapat kawasan kebun campuran seluas 10758.74 ha, kebun 

sawit muda 2236.81 ha, kebun sawit tua 479.10 ha, semak belukar 508.39 ha dan 

bahkan lahan terbuka 152.70 ha. Hal ini berarti kawasan hutan lindung dan hutan 

konservasi telah terjadi alih fungsi kawasan hutan atau pun perambahan hutan 

terutama menjadi kawasan perkebunan. Kondisi alih fungsi hutan lindung dan 

hutan konservasi. 
                                                             

6
  http://perpustakaan.menlhk.go.id/pustaka/images/docs/SLHD%20KAMPAR_2009.pdf, 

(Diakses pada 2 Juli 2023).  

http://perpustakaan.menlhk.go.id/pustaka/images/docs/SLHD%20KAMPAR_2009.pdf
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Pada Tahun 2012 merupakan kasus Illegal Logging yang pernah ada di Sungai 

Tapung pada Kecamatan Tapung Hilir, di mana sempat dilaporkan adanya 

kegiatan pembalakan diduga ilegal. Ada sebanyak seribuan batang kayu yang 

kami temukan, tindak kejahatan itu didalangi  oleh para oknum perusahaan dan 

juga oknum tertentu yang harus ditindak tegas. Lalu tim terpadu juga telah 

berhasil menyita sebanyak lima alat berat yang difungsikan untuk menggarap 

lahan hutan tanam industri (HTI). Namun saat ini di kawasan Kecamatan Tapung 

Hilir masih ada beberapa kegiatan penebangan yang dilakukan di kawasan hutan 

tanam Industri (HTI) yang memiliki kawasan hutan koservasi yang digunakan 

untuk penghijauan malah ditebang dan dimanfaatkan oleh pemilik lahan untuk 

memperluas lahannya sedangkang si pelaku penebangan memanfaatkan hasil 

tebangan hutan koservasi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. 
7
 

Menurut Undang-undang peraturan daerah kabupaten kampar Nomor 13 tahun 

2020 pasal 57 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa : 

(1) Dalam rangka pengendalian pencemaran kerusakan lingkungan setiap 

orang dilarang : dan 

a. Melakukan pengenceran air limbah dalam upaya pemantauan batas 

kadar yang dipersyaratkan; 

b. Membuang limbah padat dan/atau gas ke dalam air dan sumber air; 

c. Membuang emisi melampaui ketentuan yang ditetapkan; 

d. Membuang limbah B3 yang dihasilkan secara langsung ke media 

lingkungan tanpa pengolahan terlebih dahulu; 

                                                             
7  Ibid. 



6 

 

 

e. Melakukan pengenceran dengan maksud menurunkan konsentrasi zat 

beracun berbahaya limbah B3:
8
 

f. Melakukan kegaiatan pembakaran lahan dan/atau pembakaran sampah 

organik dan anorganik; 

g. Melakukan pengembangan usaha dan/atau kegiatan yang telah ada 

pada kawasan lindung tanpa melakukan kajian dan persetujuan terlebih 

dahulu dari instansi yang berwenang. 

h. Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, 

merusak informasi atau memberikan keterangan yang tidak benar; 

i. Melakukan pencemaran udara ambien; 

j. Memanfaatkan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah tanpa 

izin;  

k. Melakukan penyimpanan sementara limbah B3 tanpa izin; dan 

l. Melakukan penyimpanan sementara limbah B3 tanpa izin.  

(2) Dalam upaya pelestarian dan perlindungan fungsi lingkungan hidup setiap 

orang dilarang: 

a. Melakukan pembuangan sampah atau limbah padat pada badan air 

tempat-tempat lain yang tidak diperuntukkan sebagai tempat 

pembuangan sampah; 

b. Melakukan penangkapan ikan dan/atau biota lainnya di lingkungan 

perairan dengan menggunakan racun, listrik dan bahan peledak; 

                                                             
8 Limbah B3 adalah limbah yang jenisnya berasal dari kegiatan industri yang berkaitan 

dengan pemeliharaan , pengemasan pencegahan korosi  dan pelarutan.  
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c. Mendirikan bangunan, melakukan usaha dan/atau kegiatan ditempat 

telah ditetapkan sebagai hutan kota, jalur hijau kota, taman kota, 

resapan air dan daerah sempadan sungai; 

d. Melakukan penebangan pohon, perusakan dan/atau yang menyebabkan 

rusak atau matinya tanaman pada tempat yang ditetapkan sebagai 

hutan kota, jalur hijau kota, turus jalan, taman kota, resapan air dan 

daerah sempadan sungai tanpa izin Bupati; 

e. Membuat bangunan tanpa dilengkapi dengan sarana dan pemanfaatan 

air hujan yang meliputi sumur resapan, biopori dan bidang resapan.
9
 

Ada banyak hal yang bisa dilakukan untuk mengatasi dan mencegah adanya 

bencana alam. Hanya dengan hal kecil sekalipun itu akan berhasil memeragi 

bencana alam yang disebabkan oleh ulah manusia. Dengan cara mencegah 

kerusakan ekosistem laut dan darat merupakan bentuk rasa cinta kita kepada alam. 

1) Tidak membuang sampah sembarangan di sungai. Dengan membuang 

sampah ditempat sampah akan menciptakan lingkungan yang bersih dan 

rapi dipandangnya. Tidak hanya itu, tapi juga dengan membuang sampah 

di tempatnya akan menolong kota dari bahaya bencana banjir. 

2) Menanam kembali hutan yang gundul atau reboisasi ditanah yang harus di 

tanami pohon kembali. 

3) Tidak membuang limbah pabrik di laut. Sebaiknya sebuah pabrik 

mengetahui bagaimana cara pembuangan sampai pemanfaatan limbah 

                                                             
9
 Khairuman, Peraturan Daerah Kabupaten Kampar, Nomor 13 tahun 2020, tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 57 Ayat (1) Dan (2). 
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pabrik mereka. Dengan cara mencegah kerusakan laut seperti ini akan 

mengurangi pencemaran air laut dan biota laut akan terjaga. 

4) Melakukan terasering merupakan upaya untuk penanggulangan erosi tanah 

supaya tanah tidak terkikis dari akibat aliran air. 

5) Selalu menghargai dan mencintai alam. 

Di dalam pandangan Islam sumber hukum fiqih perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup diberdasarkan pada al-quran, hadist dan maslahah mursalah. Di 

dalam al-quran tepatnya pada surah al-a’raf ayat 56 Allah swt telah 

memerintahkan untuk tidak melakukan perbuatan kerusakan di muka bumi 

dengan cara apapun dari macam-macam kerusakan, sebagaimana bunyi ayat nya 

sebagai berikut :  

                        

       

Artinya:  ”Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah 

(diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepadanya-Nya dengan rasa 

takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat 

kepada orang yang berbuat kebaikan”.
10

 

 

Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam 

kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu 

dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-

sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Semangat otonomi 

                                                             

 
10

  Tim penyusun, Syamil Al-Qur’an edisi tajwid, (Jawa Barat : PT Sygma Examedia 

Arkanleema), h.  
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daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia telah mengamanatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 

menjadi bagian dari kewenangan wajib Pemerintah Daerah. Lingkungan Hidup di 

Daerah perlu dikelola secara baik dan bertanggungjawab demi terjaganya 

kelestarian fungsi Lingkungan Hidup untuk mendukung perikehidupan 

masyarakat di Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu membentuk 

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup.
11

 

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis termotivasi untuk melakukan 

penelitian tentang bagaimana Pelaksanaan perlindungan hutan di kecamatan 

Tapung Hilir Kampar. Oleh karenanya, penulis mengambil judul penelitian :  

“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU  ILEGAL LOGGING 

BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR 

NOMOR 13 TAHUN 2020 DI DESA SEKIJANG KECAMATAN TAPUNG 

HILIR MENURUT PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH” 

B. Batasan Masalah 

       Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang 

dipersoalkan, maka penulis memberi batasan masalah dalam penelitian ini pada 

pelaksanaan juga apa yang menjadi faktor penghambat, dan bagaimana tinjauan 

Fiqih Siyasah Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Illegal Logging Berdasarkan 

                                                             
11

 Khairuman, Peraturan Daerah Kabupaten Kampar, Nomor 13 tahun 2020, tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 
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Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 13 Tahun 2020 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Illegal 

Logging Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 13 

Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ? 

2. Apa yang menjadi Faktor  Penghambat Penegakan Hukum Terhadap 

Pelaku Illegal Logging Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar 

Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup ? 

3. Bagaimana Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Penegakan Hukum Pelaku 

Illegal Logging Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 

13 Tahun 2020 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah di atas menjelaskan tujuan skripsi ini sebagai 

berikut : 

1. Untuk mengetahui  Bagaimana Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap 

Pelaku Illegal Logging Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar 

Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup. 
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2. Untuk mengetahui yang menjadi Faktor  Penghambat Penegakan Hukum 

Terhadap Pelaku Illegal Logging Berdasarkan Peraturan Daerah 

Kabupaten Kampar Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

3. Untuk mengetahui Bagaimana Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap 

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Illegal Logging Berdasarkan 

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 13 Tahun 2020 Tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Untuk mengetahui  Bagaimana Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap 

Pelaku Illegal Logging Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar 

Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup. 

2. Menginformasikan kepada pembaca Apa yang menjadi faktor penghambat 

dalam pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Illegal Logging 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 13 Tahun 2020 

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

3. Untuk mengetahui Bagaimana  Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap 

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Illegal Logging Berdasarkan 

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 13 Tahun 2020 Tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan. 
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4. Sebagai syarat untuk mendapatkan gelar SH (Sarjana Hukum) Di Jurusan 

Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

5. Sebagai tambahan ilmu bagi penulis dalam perjalanan menuju sarjana 

hukum. 

F.   Sistematika Penulisan  

       Dalam penelitian penulis membagi sistematika penulisan dalam 5 (lima) bab, 

masing-masing bab diuraikan dalam sub bab, sehingga antara bab satu dengan bab 

yang lain merupakan suatu sistem dan memiliki keterkaitan satu sama lain. Untuk 

lebih jelasnya, penulis menguraikan satu persatu masing-masing bab tersebut, 

yaitu : 

BAB I  :  PENDAHULUAN 

  Berisi tentang latar  belakang, batasan masalah, rumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II  :  TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA 

  Berisi tentang dua sub bab, yaitu: keragka teoritis 

mengidentifikasi teori, konsep-konsep, asas-asas, dan lain-lain 

yang akan dipakai sebagai landasan untuk membahas 

permasalahan penelitian, penelitian terdahulu sarana peneliti 

untuk mengungkapkan penelitian terdahulu yang relevan.   
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BAB III  :  METODE PENELTIAN 

  Dalam bab ini, akan dijelaskan mengenai jenis penelitian, lokasi 

peneletian, subjek dan objek penelitian, sumber data, Informan,  

teknik pengumpulan data dan metode analisis data. 

BAB IV  :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Berisi tentang bagaimana pelaksanaan perlindungan hutan di 

kabupaten Kampar menurut peraturan pemerintah Nomor 13 

tahun 2020 tentang perlindungan hutan dan apa saja yang menjadi 

faktor penghambat dalam pelaksanaan perlindungan hutan di Desa 

Sekijang Jaya Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar. 

BAB V  :  KESIMPULAN DAN SARAN 

  Berisi tentang kesimpulan dan saran sesuai fokus yang di teliti. 

Dalam bab ini akan disampaikan kesimpulan dari hasil analisa 

pembahasan terhadap beberapa permasalahan yang dirumuskan 

dalam bentuk pernyataan. Di samping itu juga disampaikan 

beberapa saran yang bersifat konkrit dan praktis menyangkut 

aspek operasional dan kebijakan. 
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BAB II 

TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA 

A. Teori  

a. Penegakan Hukum 

Penegak hukum atau orang yang bertugas menerapkan hukum mencakup 

ruang lingkup yang sangat luas, sebab menyangkut petugas pada strata atas, 

menengah, bawah. Artinya di dalam melaksanakan tugas-tugas penerapan hukum, 

petugas seyogyanya harus memiliki pedoman diantaranya peraturan tertulis 

tertentu yang mencakup ruang lingkup tugas-tugasnya.
12

 

 Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide 

keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi 

penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan 

hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-

norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau 

hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan 

konsepkonsep hukum yang diharapakan rakyat menjadi kenyataan, Penegakan 

hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.
13

 Penegakan hukum 

adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam 

kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai 

                                                             
12

 Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), h.63. 

13 Hasaziduhu Moho. Penegakan Hukum di Indonesia menurut Aspek Kepastian Hukum, 

Keadilan dan Kemanfaatan. (Warta Edisi Jurnal : 59,2019) h.6. 
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rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan 

mempertahankan kedamaian pergaulan hidup”.
14

  

Ada faktor-faktor yang mempengaruhi berfungsinya kaidah hukum tersebut 

dalam kaitannya dengan penegakan hukum dimasyarakat, Sodikin menyebutkan 

bahwa menurut Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah menyebutkan faktor-

faktor tersebut adalah:   

1. Kaidah hukum 

2. Petugas yang menjalankan kaidah hukum.  

3. Fasilitas yang dapat mendukung pelaksanaan kaidah hukum.  

4. Ruang lingkup peraturan dimasyarakat tersebut. 

Agar tercapainya penegajan hukum maka ke empat faktor tersebut harus ada 

dalam kaidah hukum, karena saling berkaitannya keempat faktor tersebut akan 

mempengaruhi proses penegakan hukum. Hal-hal yang selalu berkaitan antara 

penegakan hukum dan masyaraakat nyatanya selalu menyangkut tentang kaidah 

hukum. Diingatkan lagi bahwa kaidah hukum dan masyarakat berkaitan erat 

sehingga bagi para pelaksana peraturan perundang-undangan akan adanya 

sinyalemen bahwa hukum itu dipatuhi oleh masyarakatnya maka itu merupakan 

suatu pertanda bahwa peraturan perundang-undangaan itu telah tercapai. 

Penegakan hukum yang berisi kepatuhan, timbulnya tidak secara tiba-tiba 

melainkan melalui suatu proses yang terbentuk dari kesadaran setiap insan 

                                                             
14

 Arif, M. (2021). Tugas dan fungsi kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum 

menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang kepolisian. Al-Adl: Jurnal Hukum, 13(1) 

(2021), ,h.91-101. 
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manusia untuk melaksanakan dan tidak melaksanakan peraturan perundang-

undangan.
15

 

 Penegakan hukum memiliki tiga bentuk yaitu sebagai berikut: 

1. Penegakan hukum administratif selalu berkaitan dengan dwangsom (uang 

paksaan)` 

2. Penegakan hukum pidana mempunyai keputusan yang selalu didahului 

oleh penyidikan pejabat penyidik dan penuntutan oleh jaksa penuntut 

umum. 

3. Penegakan hukum perdata yaitu tersedianya instrumen yuridis terhadap 

seseorang untuk menegakkan norma-norma hukum lingkungan. 

b. Illegal Logging 

Memahami Illegal Logging pada dasarnya tidak pernah dikaitkan secara 

eksplisit. Namun terminologi penebangan liar dapat dilihat dari berdasarkan 

pemahaman yang secara harfiah dapat dikatakan bahwa Illegal Logging menurut 

bahasa berarti menurunkan kayu dan kemudian membawa penguasa yang terbukti 

oleh undang-undang atau tidak sah sesuai dengan hukum.
16

 

Wachest Forest Wach menggunakan istilah "Illegal Logging" yang merupakan 

istilah penebangan liar, yang menggambarkan semua praktik atau kegiatan hutan 

yang berkaitan dengan pemanenan, manajemen dan perdagangan kayu yang tidak 

sesuai dengan hukum Indonesia. 

                                                             
15

 Sodikin, Penegakan Hukum Lingkungan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, (Bogor: IN MEDIA, 2014), h. 

38. 

16
 Budyatmojo, W. Penegakkan Hukum Tindak Pidana Illegal Loging (Antara Harapan 

Dan Kenyataan). Yustisia Jurnal Hukum, 2(2), (2019), h.94. 



17 

 

 

Lebih banyak Wachest Wach Indonesia (WWI) dan Whole Forest Wach 

(WFW) membagi penebangan kayu (Illegal Logging) menjadi dua, yaitu: 

Pertama, yang dilakukan oleh operator yang sah melanggar ketentuan ketentuan 

dalam izinnya. Kedua, melibatkan pencuri kayu, pohon ditebang oleh orang-orang 

yang tidak memiliki hak hukum untuk menebang pohon. Memahami Illegal 

Logging juga disediakan oleh Rahmawati Hidayati dkk.
17

 

Mengatakan bahwa, Illegal Logging berdasarkan terminologi bahasa berasal 

dari dua suku kata, illegal yang berarti praktik yang tidak sah dan penebangan 

yang berarti penebangan atau pemanenan kayu. Dengan demikian penebangan liar 

dapat diartikan sebagai praktik pemanenan kayu yang tidak sah. Dari aspek 

gemplik dari penebangan liar sering ditafsirkan sebagai praktik penebangan liar. 

Dari aspek integratif, Illegal Logging didefinisikan sebagai praktik pemanenan 

kayu dan prosesnya yang tidak sah atau tidak mengikuti prosedur dan prosedur 

yang telah ditetapkan. Prosesnya berkisar dari kegiatan perencanaan, kesepakatan, 

modal, kegiatan pemanenan, hingga pembangkit pascabulkani, transfer umum, 

pengolahan, penyelundupan. Berangkat dari penebangan liar Urtenal di atas, 

Prasetyo mengungkapkan ada 7 dimensi aktivitas Illegal Logging,
18

 yaitu sebagai 

berikut:  

1. Perizinan, jika aktivitas tidak memiliki izin atau tidak ada biaya atau izin 

yang telah kedaluwarsa. 

                                                             
17 Rahmawati Hidayati D, dkk, Pemberantasan Illegal Logging Dan Penyeludupan Kayu 

: Melalui Kelestarian Hutan dan Peningkatan Kinerja Sektor Kehutanan, (Wana Aksara : 

Tangerang 2006), h.128. 

18 Prasetyo, Dalam Riza Suarga Pemberantasan Illegal logging, Optimisme di Tengah 

Praktek Premanisme Global, (Wana Aksara : Tanggerang, Banten,Indonesia,2018), h.7. 
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2. Berlatih, jika dalam praktik tidak menerapkan praktik peraturan 

penebangan yang sesuai. 

3. Produksi kayu, jika lebar jenis (terlindungi), tidak ada batas diameter, 

tidak ada identitas kayu, tidak ada tanda identifikasi perusahaan. 

4. Dokumen, jika tidak ada dokumen kayu yang sah. 

5. Melakukan tindakan pelanggaran hukum kehutanan. 

6. Penjualan, kapan pada saat penjualan tidak ada dokumen atau karakteristik 

fisik kayu atau kayu yang diselundupkan. 

Sejalan dengan urgensi penebangan liar di atas, Rahmawati Hidayati  

dkk, mengatakan bahwa Illegal Logging sebagai bentuk kejahatan lingkungan 

telah menjadi salah satu hambatan utama dalam mewujudkan perusahaan 

hutan Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan keseluruhan lapisan 

masyarakat.
19

 

c. Pengertian Kehutanan 

Pengertian hutan didalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Kehutanan “Hutan 

adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam 

hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang 

tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya”.
20

 Menurut Pertiwi, 

D.W.K. Kehutanan adalah ilmu pengetahuan, seni, dan praktik merawat sumber 

                                                             
19

 Rahmawati Hidayati D, dkk, Pemberantasan Illegal Logging Dan Penyeludupan Kayu 

: Melalui Kelestarian Hutan dan Peningkatan Kinerja Sektor Kehutanan, (Wana Aksara :  

Tangerang 2006), h.128. 

20
 Indonesia, Undang-Undang Republik, Nomor 18 Tahun 2013 Pasal 1 Tentang 

Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, h. 3. 



19 

 

 

daya hutan dan mengelola sumber daya hutan secara lestari untuk bermanfaat bagi 

manusia.
21

 

Terdapat dua minat yang diatur dalam undang-undang perhutanan yang 

menjadi kepentingan kepentingan bermanfaat dan kepentingan perlindungan 

hutan. Menurut Idris Sarong Al Mar, undang-undang perhutanan adalah satu siri 

syarikat / norma (tidak berkaitan) dan peraturan pengawalseliaan (bertulis) yang 

hidup dan dipertahankan di hutan dan perhutanan. Peguam dan Jabatan Jabatan 

Hutan merumuskan undang-undang perhutanan adalah kumpulan (set) peraturan 

bertulis berkenaan dengan aktiviti yang berkaitan dengan hutan dan 

pengurusannya.
22

 

Menurut Sardjono memberikan penjelasan tentang fungsi hutan 

yang meliputi: 

1. Fungsi produksi yang memberikan manfaat langsung dari produk 

hutan kayu, produk hutan kayu dan area untuk menanam tanaman 

untuk masyarakat lokal. Ini juga memberikan manfaat tidak langsung 

bagi masyarakat lokal berdasarkan produk hutan dan pelestarian dan 

pengembangan industri rumah tangga masyarakat; 

2. Fungsi yang dilindungi yang memberikan manfaat langsung dari 

kesuburan tanah, keanekaragaman hayati (flora, fauna, 

                                                             
21

 Pertiwi, D.W.K. Implementasi Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun 

2009 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kabupaten Penajam Paser Utara, 

(2019), h.15.   

22
 Idris Sarong Al Mar Salim, Dasar- Dasar Hukum Kehutanan, (Sinar Grafika, 

Jakarta,1997), h.6, https://repository.uin-suska.ac.id/15982/8/8.%20BAB%20III__2018265IH.pdf. 

Diakses pada 28 Mei 2023. 

https://repository.uin-suska.ac.id/15982/8/8.%20BAB%20III__2018265IH.pdf
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mikroorganisme) dan manfaat tidak langsung dari produktivitas 

pertanian dan independensi makanan, kesehatan dan kesejahteraan 

masyarakat, pelestarian pengetahuan dan teknologi tradisional; 

3. Perumusan iklim yang menguntungkan langsung ke masyarakat 

setempat dalam bentuk microprimers dan bersih, juga memberikan 

manfaat tidak langsung dari kenyamanan dan ketenangan kehidupan 

pedesaan, mendukung kehidupan kemakmuran yang sehat dan 

mengurangi dampak bencana alam; 

4. Fungsi lainnya, seperti menguntungkan batas tanah (kepemilikan 

tanah), perlindungan tempat pengorbanan, lokal yang terdiri dari 

identitas kelembagaan, melestarikan etika konservasi dan hubungan 

seksual di antara anggota masyarakat.
23

 

d. Asas-asas Kehutanan 

Asas penyelenggaraan perhutanan adalah seperti berikut:  

a. Manfaat dan kemampanan, berhasrat supaya pelaksanaan 

penyelenggaraan perhutanan memberi perhatian kepada keseimbangan 

dan kemampanan persekitaran, elemen sosial dan budaya, serta 

ekonomi. 

b. Kewarganegaraan dan keadilan, bermakna bahawa setiap 

penyelenggaraan perhutanan harus memberikan peluang dan peluang 

                                                             
23

 Sardjono, Fungsi Hutan Lindung Pengembangan Institusi Pemulihan Fungsi Hutan 

Lindung Sebagai Penyangga Ekosistem Pulau Kecil, (Malang: Intimedia,Kelompok Intrans 

Publishing, Wisma Kalimetro, 2017), h. 3. 
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yang sama kepada semua rakyat mengikut keupayaannya, sehingga 

dapat meningkatkan kemakmuran rakyat. Oleh itu, dalam pemberian 

pengurusan pengurusan agama atau penggunaan hutan hutan harus 

dihalang oleh amalan monopoli, monophon, oligopoli, dan oligopsoni. 

c. Sepenuhnya, bertujuan dalam penyelenggaraan perhutanan yang 

memohon corak usaha sama sehingga selanjutnya saling berkaitan dan 

saling berkaitan antara masyarakat setempat dan Bumd, dan Bums 

Indonesia, dalam rangka usaha kecil, sekunder dan koperasi. 

d. Keterbukaan, yang dimaksudkan supaya setiap aktiviti 

penyelenggaraan perhutanan disertai oleh masyarakat dan memberi 

perhatian kepada aspirasi masyarakat. 

e. Faedah, yang dimaksudkan supaya setiap amalan perhutanan dilakukan 

dalam keadaan kepentingan dalam kepentingan negara negara, sektor 

lain, dan masyarakat setempat. 

e. Dasar Hukum Kehutanan 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan Ketentuan Pokok 

Kehutanan (Tahun 1967-1999), Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang 

Kehutanan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2002 

Tentang Perlindungan Hutan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 

44 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Kehutanan, Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana 

Pengelolaan Hutan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 

2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan, Peraturan Menteri Lingkungan Hutan 
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Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan Dihutan 

Lindung Dan Hutan Produksi, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan 

Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan 

Perhutanan Sosial, Serta Pemanfaatan Hutan,  Peraturan Daerah Kabupaten 

Kampar Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan hidup,  

f. Lembaga Penegakan Hukum   

1. Kepolisian Republik Indonesia   

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 

Tentang Kepolisian Republik Indonesia, tugas dan fungsi Kepolisian Republik 

Indonesia. Pasal 2:  Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan 

negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan 

hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pasal 3, 

tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:   

a. Memelihara keamanan;  

b. Menegakan hukum; dan   

c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada 

masyarakat.
24

 

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik 

Indonesia pasal 5 ayat (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat 

negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, 

                                                             
24

 Indonesia, Undang-Undang Republik, Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia Pasal 2 dan 13. 
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menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelaynan 

kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
25

 

2. Kehakiman Republik Indonesia 

 Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman pasal 1 ayat (5), Hakim adalah hakim pada Mahkamah 

Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam 

lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan 

militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan 

khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.
26

 

3. Advokat 

Advokat adalah orang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun 

diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-

Undang. Jasa hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan 

konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, 

membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.
27

 

g. Tujuan Penegakan Hukum 

Menurut aliran Utilitarianisme, penegakan hukum mempunyai tujuan 

berdasarkan manfaat tertentu (teori manfaat atau teori tujuan), dan bukan hanya 

                                                             
25

 Arfin Leonarda Sambas K, Teori-Teeri Hukum Klasik & Kontemporer,(Bogor: Ghalia 

Indonesia,2016), h. 132. 

26
 Indonesia , Undang-Undang Republik, Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman Pasal 1 Ayat (5). 

27
 Indonesia, Undang-Undang Republik, Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 1 

Ayat (1) Dan (2).   
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sekedar membalas perbuatan pembuat pidana, bukanlah sekedar untuk melakukan 

pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang melakukan tindak pidana, tetapi 

mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. 

Menurut John Rawls, penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan 

tiga unsur utama yaitu kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan 

hukum.
28

 Hal terpenting dalam penegakan hukum sesungguhnya adalah dengan 

ditegakkannya hukum itu maka tujuan hukum itu terlaksana. Penegakan hukum 

bisa berjalan dengan baik apabila keempat permasalahan ini bisa diselesaikan. 

Penegakan hukum merupakan bagian kecil dari pembangunan hukum yang terus 

diupayakan. Penegakan hukum perlu didukung oleh unsur-unsur pembangunan 

hukum yang lain, seperti perencanaan hukum dan pembentukan hukum. Dalam 

melaksanakan penegakan hukum, satu hal penting yang harus diperhatikan adalah 

bahwa hukum harus dipahami dan dikembangkan sebagai satu kesatuan sistem 

yang didalamnya terdapat elemen kelembagaan (struktur hukum), elemen materi 

hukum (substansi hukum), dan elemen budaya hukum.
29

 Menurut Soerjono 

Soekanto Adapun faktor - faktor yang mempengaruhi penegakan hukum,
30

 ada 5 

yaitu: 

a) Faktor sarana dan prasarana artinya ketersediaan sumber daya pendukung 

dalam proses penegakan hukum. Sarana dan prasarana ini harus dikaji 

lebih jauh khususnya tentang kualitas dan kuantitas atau jumlahnya. 

                                                             
28 John Rawls. Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, 

Keadilan dan Kemanfaatan. Jurnal Ilmiah Warta Darmawangsa. Volume. 13, No. 1,( Medan: 

Universitas Dharmawangsa.  2019). 

29
 Setiadi, W, Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka 

Pengembangan Sumber Daya Manusia. Majalah Hukum Nasional, 48(2), (2018), h.1-22.   

30 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Penerbit. 

PT. RajaGrafindo Persada Jakarta. (2013), h. 7. 
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b) Faktor ini juga meliputi kepercayaan dan pemikiran masyarakat terhadap 

aparat penegak hukum. 

c) Faktor hukum dimana faktor penegakan hukum yang berkaitan dengan 

aturan hukum. Aturan ini merupakan titik awal dalam proses penegakan 

hukum bisa dikatakan aturan inilah yang menjadi pedoman bagi aparat 

penegak hukum dan juga masyarakat. 

d) Faktor penegakan hukum merupakan peran aparat penegak hukum dalam 

menegakkan aturan hukum yang berlaku. Faktor ini juga meliputi 

bagaimana para aparat bisa menegakkan aturan hukum sesuai dengan 

tugas dan penggunaan wewenang yang tepat. 

e) Faktor kebudayaan merupakan ketetapan tentang apa yang boleh atau 

harus dilakukan, dan mana yang dilarang. 

h. Faktor Penghambat Upaya Perlindungan Hutan 

Upaya melindungi dan menjaga kelestarian hutan oleh masyarakat sudah 

sedari dulu telah dilakukan sampai saat ini, namun pelaksanaanya masih menemui 

berbagai kendala dan hambatan. Berbagai bentuk kerusakan yang terjadi 

menimbulkan kehawatiran bagi masyarakat. Hutan apabila terus-menerus 

dibiarkan mengalami kerusakan tentunya akan memberikan dampak yang tidak 

baik bagi masyarakat. Kerusakan hutan lazimnya disebabkan oleh faktor alam dan 

faktor manusia. Namun penyebab yang kerusakan hutan yang paling dominan 

lebih disebabkan karena faktor manusia baik disengaja maupun tidak disengaja. 

Pemanfaatan dan pengelolaan hutan yang dilakukan secara keliru dan masih 
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rendahnya pengetahuan masyarakat meyebabkan laju kerusakan hutan terus 

meningkat.  

Maka dari itu, mengingat hutan memiliki fungsi dan peran penting bagi 

masyarakat sudah seharusnya hutan dijaga kelestarianya melalui berbagai bentuk 

upaya perlindungan hutan. Sebagai masyarakat yang tinggal di kawasan hutan, 

berbagai tindakan dan perilaku moral masyarakatnya tentunya akan memberi 

banyak pengaruh terhadap kelangsungan upaya perlindungan hutan di Kecamatan 

Tapung Hilir. Sikap patuh masyarakat terhadap aturan-aturan, kemudian cara 

hidup dan prinsip-prinsip moral masyarakat, adalah faktor utama penentu sukses 

tidaknya upaya perlindungan hutan di Tapung Hilir.
31

 Maka dari itu penulis 

merasa perlu menggali lebih dalam mengenai perilaku moral masyarakat terhadap 

hutan, faktor-faktor penghambat sekaligus pendukung upaya perlindungan hutan, 

guna meningkatkan kesadaan masyarakat dalam menjaga dan melindungi hutan 

serta mendapatkan informasi yang utuh mengenai perilaku moral masyarakat 

dalam upaya perlindungan hutan di Desa Sekijang Kecamatan Tapung Hilir 

Kabupaten Kampar. 

 

i. Illegal Logging Perundang-Undangan Di Indonesia 

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan pada 

pasal 48 ayat 1 menyebutkan bahwa :“pemerintah mengatur perlindungan hutan 

baik di dalam maupun di luar kawasan hutan
32

. Dan peraturan daerah kabupaten 

                                                             
31  Nandini, R, Evaluasi Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) Pada Hutan 

Produksi dan Hutan Lindung. Jurnal Penelitian Hutan Tanaman. Volume 10,No. 1, (2018), h  43-

55. 

32
 Indonesia, Undang-Undang Republik Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Pasal 

48. 
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kampar Nomor 13 tahun 2020, Penegakan Hukum Terpadu pasal 108 ayat 1 dan 2 

menyatakan bahwa : 

1) Pemerintah Daerah, Kejaksaan Negeri, dan Kepolisian Resor membentuk 

Tim Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu, yang keanggotaannya terdiri 

dari unsur Pemerintah Daerah, Kejaksaan Negeri dan Kepolisian Resor. 

2) Pembentukan Tim Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bersama Bupati, 

Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Kepolisian Resor.  

Pasal 66 tentang sistem informasi lingkungan hidup: 

a) Dinas bertugas melakukan pemutakhiran data dan informasi lingkungan 

hidup paling sedikit (satu) kali dalam setahun, dan 

b) Koordinasi pemutakhiran data dan informasi lingkungan hidup dalam 

jangka waktu tertentu. 

1) Pasal 109 tentang ketentuen penyidikan Penyidikan atas pelanggaran 

dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh  

2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah. 

Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

berwenang: 

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya 

tindak pidana, 

b.  Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan 

melakukan pemeriksaan, 
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c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal 

diri tersangka, 

d. Melakukan penyitaan benda dan/atau surat, 

e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang, 

f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau 

saksi 

g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan 

pemeriksaan perkara:  

h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari 

Penyidik  Kepolisian  Republik  Indonesia bahwa tidak terdapat cukup 

bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan 

selanjutnya melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia 

memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau 

keluarganya, dan 

i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung 

jawabkan. 

Tugas melaksanakan kegiatan penurunan gangguan, ancaman, dan 

pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan. 

Fungsi : 

1. Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi potensi gangguan lingkungan 

hidup dan kehutanan 

2. Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi potensi ancaman dan 

pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan 
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3. Sosialisasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan 

4. Koordinasi dengan aparat penegak hukum dan pihak terkait lainnya 

5. Pengumpulan data dan informasi pencegahan dan pengamanan hutan 

6. Pelaksanaan kegiatan pencegahan dan operasi pengamanan hutan 

7. Pemberian dukungan dan pelaksanaan operasi penindakan perusakan 

lingkungan hidup 

8. Pengumpulan bahan dan keterangan, serta penyidikan terhadap 

pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan 

9. Fasilitasi dan pelaksanaan penyelesaian sengketa lingkungan hidup 

10. Pengawasan penaatan terhadap pemegang perizinan berusaha atau 

persetujuan peraturan perundang- undangan di bidang lingkungan hidup 

dan pemerintah, dan kehutanan 

11. Pemantauan, evaluasi pelaksanaan penegakan hidup dan kehutanan; dan 

dan hukum pelaporan lingkungan 

12. Pelaksanaan penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan, 

urusan administrasi kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik 

negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan 

masyarakat, advokasi hukum, dan pengelolaan data dan informasi.
33

 

                                                             
33  Khairuman, Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 13 Tahun 2020 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 
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j. Struktur dan Isi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 13 Tahun 

2020 

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 13 Tahun 2020 Tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hdup. Peraturan Daerah yang telah 

disahkan ini memeiliki 22 (XXII) BAB Dan 113 Pasal terkhusus tindak larangan 

kerusakan lingkungan dibahas pada BAB 6 (VI) Pasal 57 ayat 1 dan ayat 2 serta 

sanksi pada pasal 110 yang berbunyi : 

(1) Dalam rangka pengendalian pencemaran kerusakan lingkungan setiap 

orang dilarang dan :
34

 

a. Melakukan pengenceran air limbah dalam upaya pemantauan batas kadar 

yang dipersyaratkan; 

b. Membuang limbah padat dan/atau gas ke dalam air dan sumber air; 

c. Membuang emisi melampaui ketentuan yang ditetapkan; 

d. Membuang limbah b3 yang dihasilkan secara langsung ke media 

lingkungan tanpa pengolahan terlebih dahulu; 

e. Melakukan pengenceran dengan maksud menurunkan konsentrasi zat 

beracun berbahaya limbah b3; 

f. Melakukan kegaiatan pembakaran lahan dan/atau pembakaran sampah 

organik dan anorganik; 

g. Melakukan pengembangan usaha dan/atau kegiatan yang telah ada pada 

kawasan lindung tanpa melakukan kajian dan persetujuan terlebih dahulu 

dari instansi yang berwenang. 

                                                             
34

   Khairuman, Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Daerah Nomor 13 Tahun 2020, 

Tentang Perlindungandan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 57 Ayat (1) Dan (2). 
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h. Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, 

merusak informasi atau memberikan keterangan yang tidak benar; 

i. Melakukan pencemaran udara ambien; 

j. Memanfaatkan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah tanpa izin;  

k. Melakukan penyimpanan sementara limbah b3 tanpa izin; dan 

l. Melakukan penyimpanan sementara limbah B3 tanpa izin.  

(2) Dalam upaya pelestarian dan perlindungan fungsi lingkungan hidup 

setiap orang dilarang
35

 : 

a. Melakukan pembuangan sampah atau limbah padat pada badan air 

tempat-tempat lain yang tidak diperuntukkan sebagai tempat 

pembuangan sampah; 

b. Melakukan penangkapan ikan dan/atau biota lainnya di lingkungan 

perairan dengan menggunakan racun, listrik dan bahan peledak; 

c. Mendirikan bangunan, melakukan usaha dan/atau kegiatan 

ditempat telah ditetapkan sebagai hutan kota, jalur hijau kota, 

taman kota, resapan air dan daerah sempadan sungai; 

d. melakukan penebangan pohon, perusakan dan/atau yang 

menyebabkan rusak atau matinya tanaman pada tempat yang 

ditetapkan sebagai hutan kota, jalur hijau kota, turus jalan, taman 

kota, resapan air dan daerah sempadan sungai tanpa izin Bupati; 

dan 

                                                             
35 Ibid. 
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e. membuat bangunan tanpa di lengkapi dengan sarana dan 

pemanfaatan air hujan yang meliputi sumur resapan, biopori dan 

bidang resapan. 

Kemudian pada pasal 110 yang menjelaskan terkait sanksi bagi pelaku 

yang melanggar pasal 57 ayat 1 dan 2, pasal 110  berbunyi : 

1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 57, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 

(tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh 

lima juta rupiah). (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) adalah pelanggaran. 

2) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat di pidana 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang 

Lingkungan Hidup.
36

 

k. Pelestarian Alam Menurut Islam 

Lingkungan atau lingkungan hidup manusia adalah jumlah semua benda dan 

kondisi yang dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan 

kita.
37

 Lingkungan hidup sebagai karunia Allah swt, merupakan sistem dari ruang 

waktu, materi, keanekaragaman, dan alam fikiran serta perilaku manusia dan 

makhluk lainnya. Islam merupakan agama yang berisi petunjuk serta pedoman 

bagi para pemeluknya tentang bagaimana manusia harus bersikap dan berperilaku 

dalam kehidupan. Petunjuk dan pedoman ini secara sempurna telah digariskan di 

                                                             
36 Ibid, Pasal 110. 

37  Otto Soemarwoto, Indonesia Dalam Kancah Isu Lingkungan Global, (Jakarta: 

Gramedia Pustaka Utama; 1972), h. 1-2. 
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dalam kitab sucinya, Al Qur’an dan hadist nabi Muhammad saw. Petunjuk ini 

juga mengatur bagaimana seorang manusia harus hidup bahagia dan sejahtera di 

dunia dan di akhirat. Disamping itu pula, juga mengatur hubungan manusia 

dengan sang pencipta, hubungan manusia dengan manusia lainnya dan hubungan 

manusia dengan alam semesta termasuk bumi yang dianugrahkan oleh tuhan yang 

maha pemurah dan pengasih bagi kesejahteraan hidupnya.  

Menurut Yusuf Al-Qardhawi, menjaga lingkungan hidup sama dengan 

menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. 

Rasionalitasnya adalah bahwa jika aspek-aspek jiwa, akal, keturunan, dan harta 

rusa, maka eksistensi manusia dalam lingkungan menjadi ternoda.
38

 Lingkungan 

menurutnya terbagi atas dua konsep yaitu lingkungan dinamis (hidup) dan 

lingkungan mati yang meliputi alam yang diciptakan oleh Allah dan industry 

(hasil kreasi teknologi) yang diciptakan oleh manusia. Sedangkan lingkungan 

dinamis meliputi wilayah manusia, hewan dan tumbuhan. Keserasian antara 

menjaga lima hal dalam inti syari’ah ini mencakup juga dengan menjaga 

lingkungan hidup yang ada dimuka bumi ini. Keselarasan disetiap point dalam 

Maqashid Al-Syariah dengan lingkungan demi kemaslahatan adalah :  

1. Menjaga lingkungan dalam point menjaga agama.  

Keselarasan dalam konsep ini merupakan sama hal-nya dengan menjaga 

agama, maka dari itu landasan pokok ini merupakan hal yang paling penting atau 

                                                             
38 Yusuf Al-Qardhawi, Islam Agama Lingkungan, Terjemahan Abdullah Hakim Shah 

(Jakarta; Pustaka Al – Kautsar: 2018), h. 46. 
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paling vital dalam point ini. Mencemari lingkungan yang hidup di bumi ini maka 

pada dasarnya akan menodai dari substansi keberagaman yang benar dan secara 

tidak langsung meniadakan tujuan eksistensi manusia di muka bumi ini dan 

sekaligus menyimpang dari perintah secara konteks horizontal. Di sisi lain 

perbuatan yang sewena-wena akan menghilangkan sikap yang adil dan dan ihsan 

yang diperintahkan oleh Allah. Kegiatan yang di kategorikan menodai fungsi 

manusia sebagai khalifah dimuka bumi ini adalah merusak alam dalam 

lingkungan karena alam ini bukan milik manusia namun milik Allah Yang Maha 

Kuasa.
39

 Demikian juga dengan sikap perilaku yang sewena-wena dalam 

perlakuan lingkungan termasuk juga dalam larangan Allah. 

2. Menjaga lingkungan dalam point menjaga jiwa. 

Menjaga lingkungan dalam menjaga jiwa ini juga merupakan hal yang saling 

berinteraksi, dalam hal ini adalah perlindungan terhadap psikis kehidupan 

manusia dan keselamatan mereka. Rusaknya lingkungan, pencemaran, pengurasan 

sumber daya alam serta mengabaikan prinsip-prinsip keseimbangannya, akan 

membahayakan kehidupan manusia kedepannya. Semakin tereksploitasi secara 

besar hal ini maka akan semakin besar ancaman yang terjadi bagi jiwa manusiadi 

muka bumi ini. Dan hal ini menjadikan kasus yang besar terhadap allah. Melihat 

betapa pentingnya persoalan harga diri dan jiwa seorang manusia. Dalam firman 

Allah swt, di Qs. Al-Maidah 5/32: telah dijelaskan yaitu : 

                                                             
39 Yusuf Al-Qardhawi, op cit, h. 40. 
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ا بغَِيْرِ وفَْسٍ أوَْ فسََادٍ فىِ  ءِيلَ أوََّهُۥ مَه قتَلََ وفَْس ًۢ ٓ لكَِ كَتبَْىاَ عَلىََٰ بىَىِٓ إسِْرََٰ مِهْ أجَْلِ ذََٰ

ا ۚ وَلقَدَْ  ا وَمَهْ أحَْياَهاَ فكََأوََّمَآ أحَْياَ ٱلىَّاسَ جَمِيع  َّمَا قتَلََ ٱلىَّاسَ جَمِيع  ٱلْْرَْضِ فكََأوَ

لكَِ فىِ ٱلْْرَْضِ لمَُسْرِفىُنَ  ىْهمُ بعَْدَ ذََٰ ا مِّ تِ ثمَُّ إنَِّ كَثِير   جَاءَٓتْهمُْ رُسُلىُاَ بٱِلْبيَِّىََٰ

Artinya : “Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, 

bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan 

karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena 

membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan Dia telah 

membunuh manusia seluruhnya”.
40

 

3. Menjaga lingkungan dalam point menjaga keturunan. 

Menjaga keturunan juga termasuk dalam menjaga lingkungan, yaitu menjaga 

keturunan umat manusia di atas bumi ini, maka menjaga keturuna juga makna 

menjaga generasi yang akan datang. Karena penyimpangan terhadap pengrusakan 

lingkungan akan menghasilkan ancaman bagi generasi masa depan. Meskipun kita 

ketahui bahwa dampak teknologi yang sudah maji di zaman sekarang ini, namun 

generasi selanjutnya yang akan merasakan akibat dampak teknologi yang merusak 

lingkungan hidup di muka bumi ini. Jika hal ini terjadi maka kita akan 

meninggalkan warisan-warisan kerusakan dan tidak keseimbangan pada alam. 

Menurut Yusuf Al-Qardhawi lingkungan terbagi dua, yaitu dinamis (hidup), yang 

meliputi wilayah manusia, hewan dan tumbuhan serta lingkungan statis (mati), 

yaitu meliputi dua kategori pokok. Pertama bahwa seluruh alam ini diciptakan 
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untuk kemaslahatan manusia, dan membantu memenuhi kebutuhan manusia. 

Kedua adalah bahwa lingkungan dan seisinya, satu sama lain akan mendukung 

dan saling menyempurnakan serta saling tolong menolong sesuai dengan sunnah-

sunnah Alam yang berlaku dijagad raya ini.
41

 

Sehingga dengan terbentuknya susunan lingkungan ini yang terata rapi sesuai 

dengan hukum alam Tuhan tersebut, antara lingkungan dengan satu dan yang lain 

(manusia) akan saling melengkapi dan menyempurnakan. Dari peran yang 

dilakukan oleh manusia terhadap lingkungan yang mana setelah Tuhan 

menundukkan alam beserta isi-isinya dan semua ruang melingkupinya, maka 

tahap selanjutnya adalah tuntutan untuk berinteraksi dengan baik sesuai dengan 

garis perintah Allah dan melaksanakan serta memelihara hukum-hukum tersebut 

dalam pengaplikasian yang nyata. 

4. Menjaga lingkungan dalam point menjaga akal. 

Pemberian akal oleh Allah kepada manusia adalah karunia yang sangat 

unggul, olehnya itu manusia dianggap sebagai tingkatan makhluk hidup yang 

paling tinggi dengan adanya akal tersebut. Dan adanya akal ini maka manusia 

diberlakukan taklif. Yaitu suatu beban untuk menjalankan Syari’at agama dan 

segala amal perbuatannya nanti. Akan tetapi apabila jika akal manusia tidak 

berjalan dan tidak bisa membedakan mana yang dikatakan hak atau batil maka 

manusia tidak ada bedanya dengan hewan dan pada hakekatnya upaya untuk 

menjaga kelangsugan hidup manusia tidak akan berjalan. Olehnya itu Al-Qur’an 
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sering menyindir perilaku manusia dengan menggunakan analogi : “Apakah kamu 

tidak berfikir?”, hal tersebut karena kebanyakan hasrat manusia ingin merusak 

lingkungan, sehingga dengan sendirian tersebut di harapkan akan sadar dan 

menggunakan akalnya untuk berfikir serta menjaga lingkungan dengan baik dan 

dirinya sesuai dengan yang telah digariskan oleh agama.  

5. Menjaga lingkungan dalam point menjaga harta.  

Menjaga lingkungan sama juga dengan menjaga kebutuhan pokok bagi 

manusia, yaitu menjaga harta. Karena harta merupakan hal yang paling pokok 

dalam kebutuhan manusia dalam dunia ini, seperti firman Allah dalam Qs. An-

Nisa 4/5  yaitu : 

ا وَٱرْزُقىُهمُْ فيِهاَ  م  ُ لكَُمْ قيََِٰ لكَُمُ ٱلَّتىِ جَعَلَ ٱللََّّ فهَاَءَٓ أمَْىََٰ وَلََ تؤُْتىُا۟ ٱلسُّ

عْرُوف اوَٱ كْسُىهمُْ وَقىُلىُا۟ لهَمُْ قىَْلَ  مَّ  

Artinya:  “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum 

sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) 

yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka 

belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada 

mereka kata-kata yang baik”.
42

 

Hal diatas menjelaskan bahwa harta tidak terbatas pada uang, emas, dan 

permata saja melainkan segala isi bumi dan alam adalah bagian dari hasil untuk 
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memperoleh harta sebagai kebutuhan dalam dunia ini. Sehingga perbuatan untuk 

di bumi ini untuk melestarikan dan tidak melakukan eksploitasi dengan tujuan 

yang tidak jelas dan mengakibatkan lingkungan ini menjadi rusak. Bentuk 

eksploitasi ini lah yang membuat peluang lebih besar dalam pengrusakan 

lingkungan yang akan mengusik regenerasi mendatang, olehnya itu hal yang 

mengakibatkan kerusakan lingkungan dilarang dan mengakibatkan eksistensi 

dalam melindungi harta menjadi terganggu.
43

 Menjaga lingkungan dalam metode 

Maqadhid Al-Syariah ini telah dibagi dan disandingkan dalam sinkronisasi ke-

lima point inti dari Maqashid Al- Syariah itu sendiri dan fiqih lingkungan. 

l. Fiqih Siyasah 

Kata Fiqih berasal dari faqaha – yafqahu - fiqihan. Secara bahasa, pengertian 

Fiqih adalah “paham yang mendalam”. Secara terminologis (istilah), menurut 

ulama – ulama syara, Fiqih adalah pengetahuan tentang hukum – hukum yang 

sesuai dengan syara mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil yang 

tafshil (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari 

dasar – dasarnya dan sunah). Jadi fiqih adalah pengetahuan mengenai hukum 

agama islam yang bersumber dari al quran dan sunah yang disusun oleh mujtahid 

dengan jalan penalaran dan ijtihad. Fiqih mencakup berbagai aspek kehidupan 

manusia. Di samping mencakup pembahasan tentang hubungan antara manusia 

dengan Tuhannya (ibadah), fiqih juga membicarakan aspek hubungan antara 

sesama manusia secara luas (muamalah). Aspek muamalah ini pun dapat dibagi 

lagi menjadi jinayah (pidana), munakahat (perkawinan), mawaris (kewarisan), 
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murafa‟at (hukum acara), siyasah (politik/ketatanegaraan) dan al-ahkam al-

dualiyah (hubungan internasional).
44

 “siyasah” berasal dari kata sasa-yasusu-

siyasatan yang artinya mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat 

keputusan”. Oleh karena itu, berdasarkan pengertian harfiah, kata as-siyasah 

berarti pemerintaha pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, pengurusan, 

pengawasan, perekayasaan, dan arti-arti lainnya.
45

 

1. Ruang Lingkup Fiqih Siyasah  

Ada beberapa macam fiqih siyasah ini, dan memiliki berbagai pendapat.  

Lebih lanjut  disebutkan bahwa fiqih siyasah dapat dipersempit meliputi empat 

bidang, yaitu  fiqih siyasah dusturiyah ,mencakup ( siyasah tasyri`iyyah, siyasah 

qadha`iyyah, siyasah iddariyyah, siyasah tanfidziyah), fiqih siyasah 

dauliyah/kharijiyah, fiqih siyasah maliyah, fiqih siyasah harbiyah).
46

 

Berkenaan dengan luasnya objek kajian fiqih siyasah, maka dalam tahap 

perkembangan fiqih siyasah dewasa ini, dikenal beberapa pembidangan fiqih 

siyasah. Muhammad Iqbal menyebutkan bahwa menurut salah satu ulama 

terkemuka di indonesia T.M. Hasbi Ash- Shiddieqy malah membagi ruang 

lingkup fiqih siyasah menjadi delapan bidang, yaitu:
47
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a. Siyasah Dusturiyah Syar‟iyyah (Politik Pembuatan Perundang-

Undangan) 

b. Siyasah Tasyri‟iyyah Syar‟iyyah (Politik Hukum) 

c. Siyasah Qadha‟iyyah Syar‟iyyah (Politik Ekonomi dan Moneter)  

d. Siyasah Malliyah Syar‟iyyah (Politik Ekonomi dan Moneter) 

e. Siyasah Idariyyah Syar‟iyyah (Politik Administrasi Negara) 

f. Siyasah Dauliyyah/ Siyasah Kharijiyah Syar‟iyyah (Politik Hubungan 

Internasional)  

g. Siyasah Tanfidziyyah Syar‟iyyah (Politik Pelaksanaan Perundang 

Undangan) 

h. Siyasah Harbiyyah Syar‟iyyah (Politik Penerapan) Contoh lain dari 

pembidangan fiqih siyasah terlihat dari kurikulum fakultas syariah, 

yang membagi fiqih siyasah ke dalam 4 bidang, yaitu:
48

  

a. Fiqih Dustury 

b. Fiqih Mally 

c. Fiqih Dawly 

d. Fiqih Harbiy  

Dalam tulisan ini, berkenaan dengan pola hubungan antar manusia yang 

menuntut pengaturan siyasah. Kekuasaan (sultah) dalam negara Islam, 

Muhammad Iqbal menyebutkan bahwa menurut Abdul Wahab Khallaf 

membaginya menjadi tiga bagian, yaitu: 
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1) Lembaga legislatif (sultah tasyri’iyah), lembaga ini adalah lembaga 

negara yang menjalankan kekuasaan untuk membuat undang-undang.  

2)  Lembaga eksekutif (sultah tanfiziyyah), lembaga ini adalah lembaga 

negara yang berfungsi menjalankan undang-undang.  

3) Lembaga yudikatif (sultah Qada’iyyah), lembaga ini adalah lembaga 

negarayang menjalankan kekuasaan kehakiman. 
49

 

Implementasi pembagian kekuasaan ini dapat kita lihat pada masa khulafaur 

rasyidin. Pada masa itu kekuasaan Eksekutif dipegang oleh seorang khalifah, 

kekuasaan legeslatif dipegang oleh Majelis Syuro, dan kekuasaan Yudikatif 

dipegang oleh Qadhi atau hakim. Kemudian, pada masa khilafah kedua yaitu 

Umar Bin Khattab pembagian kekuasaan antara Eksekutif, Legeslatif, dan 

Yudikatif diperinci lewat undang-undang. Pada masa ini juga, Umar bin Khattab 

membuat undang-undang yang memisahkan antara kekuasaan eksekutif dan 

legeslatif, dengan tujuan para Qadhi sebagai pemegang kekuasaan yudikatif 

dalam memutuskan perkara harus bebas dari pengaruh eksekutif. 

Berdasarkan perbedaan para ulama, pembagian fiqih siyasah dapat 

disederhanakan menjadi tiga bagian pokok, yaitu: 

a. Siyasah Dusturiyah disebut juga politik perundang-undangan. Yang 

mana bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum 

(tasyri‟iyyah) oleh lembaga legislatif, peradilan (qadha‟iyyah) oleh 
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lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (idariyyah) oleh 

birokrasi atau eksekutif. 

b. Siyasah Dauliyah, disebut juga politik luar negeri. Yang mana 

mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang muslim 

dengan yang bukan muslim yang bukan warga negara. Di bagian ini 

ada politik masalah peperangan (siyasah harbiyah), yang mengatur 

ertika berperang, dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman 

perang, tawanan perang, dan gencatan senjata. 

c. Siyasah Maliyah, disebut juga politik keuangan dan moneter. Yang 

mana membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos 

pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional 

kepentingan/hak-hak public, pajak, dan perbankan.
50

 

d. Sumber Kajian Fiqih Siyasah Sebagai salah satu cabang dari disiplin 

ilmu fiqih, siyasah mempunyai sumber-sumber yang dapat dirujuk dan 

menjadi pegangan. Secara garis besar, sumber fiqih siyasah dapat 

dibagi menjadi dua yaitu, sumber primer dan sumber sekunder. Suyuthi 

Pulungan menyebutkan bahwa menurut Fathiyah al-Nabrawi membagi 

sumber-sumber fiqih siyasah menjadi tiga bagian, yaitu Al-Qur‟an dan 

Sunnah, sumber-sumber tertulis selain Al-Qur’an dan Sunnah, serta 

sumber-sumber yang berupa peninggalan kaum muslimin terdahulu.  

Selain sumber AL-Qura’n dan Sunnah, Ahmad Sukardja mengungkapkan 

sumber kajian fiqih siyasah berasal dari manusia itu sendiri dan lingkungannya, 
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seperti pandangan para pakar politik, Urf atau kebiasaan masyarakat yang 

bersangkutan, adat-istiadat setempat, pengalaman masa lalu dan aturan-aturan 

yang pernah dibuat sebelumnya.  

Metode kajian fiqih siyasah tidak berbeda dengan metode yang digunakan 

dalam mempelajari fiqih pada umumnya, yaitu metode ushul fiqih dan kaidah-

kaidah fiqih yang sudah teruji keakuratannya dalam menyelesaikan berbagai 

masalah. Metode ushul fiqih antara lain adalah qiyas, istihsan, urf, adah, 

mashlahah mursalah, dan istishab. Dengan metode ini, umat islam memberikan 

kebebasan berpikir bagi penggunanya.
51

 

2. Pengertian Fiqih Sitasah, Dysturiyah, Tanfidziah, dan Qadhaiyah 

a.  Pengertian Siyasah Dusturiyyah  

Kata “dusturi” berasal dari bahasa Persia. Semula, artinya “seorang yang 

memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama”. Dalam 

perkembangan selanjutnya, kata dusturi digunakan untuk menunjukkan anggota 

kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (Majusi). Setelah mengalami penyerapan 

ke dalam bahasa Arab, kata dustur berkembang pengertiannya menjadi asas, 

dasar, atau pembinaan. Menurut istilah, dustur berarti kumpulan kaidah yang 

mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesame anggota masyarakat 

dalam sebuah Negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis 

(konstitusi).
52
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Muhammad Iqbal menyebutkan bahwa menurut Abdul Wahhab Khallaf, 

prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini 

adalah jaminan atau hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan 

kedudukan semua orang di mata hupkum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi 

sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama.
53

  

Permasalahan di dalam fiqih siyasah dusturiyah adalah hubungan antara 

pemimpin disatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-

kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Sudah tentu ruang lingkup 

pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu, di dalam fiqih siyasah dusturiyah 

biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang 

dituntut oleh ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip 

agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi 

kebutuhannya.  

Pemerintah adalah penyelenggara negara dan yang mengurus administrasi 

negara, mengatur urusan negara, memutuskan permasalahan negara dalam 

berbagai kebijakan politis suatu negara dan pemerintahan, dan dalam hubungan 

antar bangsa dan negara, urusan-urusan penghidupan, kemakmuran negara, dan 

pembelaan negara terhadap kepentingan rakyat serta dalamp kaitannya dengan 

kepentingan ekonomi negara.
54

  

Jadi dari penjelasan tentang Siyasah Dusturiyah di atas, Siyasah Dusturiyah 

bagian dari Siyasah Syar`iyah, artinya politik ketatanegaraan yang berpedoman 

pada ajaran-ajaran Allah dan ajaran Rasulullah saw, dengan tujuan untuk 
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mencapai kemaslahatan umat. Dalam Siyasah Dusturiyah, dasar berpolitik 

berpedoman pada prinsip-prinsip hukum islam, yang dapat berkembang dan 

mengalami perubahan selama tidak menyimpang dari prinsip-prinsip yang 

berlaku. Di samping itu, untuk mewujudkan kemaslahatan umat terletak pada 

pemegang kekuasaan (pemerintah, ulil amri). Oleh karena itu, bentuk hukum, 

peraturan, dan kebijaksanaan politik yang dibuat oleh pemegang kekuasaan 

bersifat mengikat. Wajib diataati oleh setiap masyarakat selama semua tidak 

bertentangan dengan syari`at. 

b. Siyasah Tanfidziyah 

Pengertian Siyasah Tanfidziyah Syar`iyyah Kata siyasah berasal dari kata sasa 

berarti mengatur, mengurus, dan memerintahkan atau suatu pemerintahan, politik 

dan pembuatan kebijaksanaan keputusan. Pengertian bahwa kebahasaan ini tujuan 

siyasah adalah mengatur dan membuat suatu kebijaksanaan atas sesuatu yang 

bersifat politik untuk mencapai tujuan tertentu tujuan kemaslahatan masyarakat.
55

 

Dalam perspektif islam tidak lepas dari al-qur`an, sunnah dan nabi serta 

praktik yang dikembangkan oleh al-khulafah serta pemerintah islam sepanjang 

sejarah. Siyasah Tanfidziyyah Syar‟iyyah ini merupakan kajian yang sangat tidak 

asing dalam islam, terutama oleh nabi muhammad saw. Fiqih Siyasah Siyasah 

Tanfidziyyah Syar‟iyyah adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem 

pemerintah islam karena menyangkut tentang pelaksanaan peraturan perundang-
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undangan negara.
56

 Bagaimana pelaksaan yang sudah di jalankan oleh para 

penegak hukum dalam rangka melestarikan hutan. 

c. Siyasah Qadhaiyah 

Peradilan atau Al-Qadha` hukumnya fardhu kifayah dan dapat dilaksanakan 

dalam keadaan apapun juga, dalam keadaan tidak ada Qodhi atau pengusa yang 

bisa melaksanakan, peradilan dapat dilaksanakan dengan cara tahkim pada 

seorang muhakkam menyerahkan hukum kepada seseorang yang dianggap 

menguasai hukum seperti tahkim seorang wanita kepada seorang untuk bertindak 

sebagai wali ataupun penyerahan dua belah pihak yang berselisih kepada pihak 

ketiga untuk memutuskan perkara. Lembaga peradilan dalam Fiqih Siyasah 

dikenal dengan Qadhaiyyah yang berasal dari kata al-qadha yaitu lembaga 

peradilan yang dibentuk untuk menangani kasus-kasus yang membutuhkan 

putusan berdasarkan hukum Islam. Menurut ilmu bahasa arti Qadha antara lain 

menyelesaikan, menunaikan, dan memutuskan hukum atau membuat suatu 

ketetapan. Makna yang terakhir inilah yang digunakan dalam konteks ini. 

Sedangkan dari segi istilah ahli fiqih, qadha berarti lembaga hukum dan perkataan 

yang harus dituruti yang di ucapkan oleh seseorang yang mempunyai wilayah 

umum atau menerangkan hukum agama atas dasar mengharuskan orang 

mengikutinya. Siyasah Qadhaiyyah, membahas tentang pengaturan peradilan 

terhadap pelanggaran peraturan hukum dan perundangan yang telah ditetapkan. 
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Siyasah Qadhaiyyah adalah lembaga peradilan yang dibentuk untuk 

menangani kasus-kasus yang membutuhkan putusan berdasarkan hukum Islam. 

Kasus-kasus yang ditangani ini adalah kasus yang timbul dalam kehidupan sosial 

dan keagamaan masyarakat muslin dan non muslim. Lembaga peradilan Islam 

dapat berfungsi memutuskan perselisihan atau sengketa dalam kehidupan 

berdemokrasi negara modern. Sebagai lembaga negara yang ditugaskan untuk 

menyelesaikan sengketa dan memutuskan setiap perkara dengan adil, maka 

peradilan berfungsi untuk menciptakan ketentraman masyarakat yang dibina 

melalui tegaknya hukum. Peradilan Islam bertujuan pokok untuk menciptakan 

kemaslahatan umat dengan tegaknya hukum Islam. 

Fiqih siyāsah memiliki beberapa ruang lingkup, salah satunya adalah Siyāsah 

Qaḍhā’iyyah. Siyāsah Qaḍhā’iyyah merupakan siyāsah yang berhubungan dengan 

kebijakan peradilan. Siyāsah Qaḍhā’iyyah secara khusus membahas peradilan atas 

pelanggaran peraturan hukum (perundang-undangan) yang telah dibuat ataupun 

ditetapkan oleh lembaga legislatif.
57

  Siyāsah qaḍhā’iyyah, juga sering disebut 

dengan sebutan sulṭah al-qaḍhā’iyyah. Kata Sulṭah, berasal dari kata bahasa Arab 

yang memiliki arti pemerintahan.  

B. Tinjauan Pustaka 

a. Penelitian Terdahulu 

1. Lissa Fitriani (2018) : Penegakan Hukum Di Bidang Kehutanan (Illegal 

Logging) dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang 
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Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan di Wilayah Hukum 

Polres Indragiri Hilir. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui 

bagaimana penegakan hukum di bidang kehutanan (illegal logging) dalam 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Perusakan Hutan di wilayah hukum Polres Indragiri Hilir 

dan apa faktor penghambat dalam penegakan hukum di bidang kehutanan 

(illegal logging) dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang 

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan di wilayah hukum Polres 

Indragiri Hilir. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

sosiologis yaitu penelitian terhadap Penegakan Hukum Di Bidang 

Kehutanan (Illegal Logging) dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan di 

Wilayah Hukum Polres Indragiri Hilir. Sedangkan sifat penelitian ini yaitu 

deskriptif dan dengan menggunakan metode analisis data kualitatif untuk 

mengetahui Bagaiman pelaksanaan perlindungan hutan di kecamatan 

Tapung Hilir dalam perspektif Fiqih Siyasah Nomor 13 tahun 2020 

tentang perlindungan hutan, untuk mengetahui apa saja yang menjadi 

faktor penghambat dalam pelaksanaan perlindungan hutan di kecamatan 

Tapung Hilir dalam perspektif Fiqih Siyasah Nomor 13 tahun 2020 

tentang perlindungan hutan.
58
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2. Shinta Zalfitri Simamora (2018): Penelitian Perlindungan Hutan di 

Kabupaten Pasaman dalam Perspektif Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 

2004 tentang Perlindungan Hutan. Penelitian ini di latar belakangi dengan 

masih banyaknya terjadi kerusakan hutan di Kabupaten Pasaman Tepatnya 

di Kecamatan Panti, kurangnya pengawasan dari Dinas maupun Instansi 

terkait menjadi salah satu sebab pelaksanaan perlindungan hutan belum 

sesuai dengan peraturan perundangundangan. Penelitian ini mempunyai 

rumusan masalah yaitu bagaimana pelaksanaan perlindungan hutan di 

Kabupaten Pasaman perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 

2004 Tentang perlindungan hutan, serta apa yang menjadi faktor 

penghambat dari pelaksanaan perlindungan hutan di Kabupaten Pasaman 

perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang 

Perlindungan Hutan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis 

Sosiologis dengan menggunakan pendekatan Sosiologis, sumber data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer yaitu pengamatan atau 

observasi, wawancara, dan angket, kemudian Data Sekunder yaitu data 

yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang berupa bahan tertulis 

seperti buku. Sedangkan sifat penelitian ini yaitu deskriptif dan dengan 

menggunakan metode analisis data kualitatif untuk mengetahui Bagaiman 

pelaksanaan perlindungan hutan di kecamatan Tapung Hilir dalam 

perspektif Fiqih Siyasah Nomor 13 tahun 2020 tentang perlindungan 

hutan, untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam 

pelaksanaan perlindungan hutan di kecamatan Tapung Hilir dalam 
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perspektif Fiqih Siyasah Nomor 13 tahun 2020 tentang perlindungan 

hutan.
59

 

3. Olfi Andari, (2022): Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Illegal Logging 

Di Kecamatan Kerumutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan. 

Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, penelitian yang 

dilakukan dengan mengadakan identifikasi pelaksanaan hukum dan 

bagaimana efektivitas hukum ini berlaku di masyarakat. Populasi dalam 

penelitian ini yaitu Kepala Bidang Konservasi Sumber Daya Alam 

(BBKSDA) Riau, Kepala Kepolisian Sektor Kecamatan Kerumutan dan 

Pelaku illegal logging di Kecamatan Kerumutan. Maka dalam penelitian 

ini peneliti mengambil sampel dengan teknik Purposive Sampling. 

Penelitian ini merupakan yang dianalisis secara deskriptif dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa penegakan hukum terhadap pelaku illegal logging di Kecamatan 

Kerumutan belum berjalan secara maksimal, dikarenakan kurangnya 

sosialisasi oleh aparat penegak hukum dan pihak-pihak yang berkaitan 

dengan bidang kehutanan, keterbatasan petugas yang masih sangat kurang, 

keterbatasan anggaran dalam melakukan patroli pengamanan serta 

kurangnya dukungan dari masyarakat setempat sehingga kasus illegal 

logging di Kecamatan Kerumutan masih meningkat. Sedangkan faktor 
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yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelaku illegal logging di 

Kecamatan Kerumutan pada penelitian ini yaitu tempat pelaksana illegal 

logging ini jaraknya cukup jauh, adanya kerja sama oknum-oknum dengan 

pelaku illegal logging dan masih tinggi permintaan atau kebutuhan akan 

kayu sehingga penegakan hukum di Kecamatan Kerumutan belum 

terlaksana dengan baik tidak sesuai dengan ketentuan peraturan Undang-

Undang Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan 

Perusakan Hutan. Pendekatan kualitatif diharapkan dapat mengungkapkan 

kondisi real yang terjadi di masyarakat dan menyingkap fenomena yang 

tersembunyi (hidden volues) dari seluruh dinamika masyarakat. Penelitian 

kualitatif dalam pendekatan bersifat ini depat dan holistic akan 

menghasilkan penjelasan yang lebih banyak dan bermanfaat. Penelitian 

kualitatif adalah penelitian yang menggunakan format deskriptif, baik 

terhadap individu maupun kelompok yang lazimnya diteruskan pula 

dengan analisis kualitatif.
60

 

4. Wahyu Afdol, (2022) : Analisis Fiqih Siyasah Terhadap Pelaksanaan Pasal 

27 Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan No 

18 Tahun 2013 Tentang Peran Pemerintah Menanggulangi Illegal Logging 

Studi Di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar. Skripsi ini 

dilatar belakangi dengan marak terjadinya pembalakan liar (illegal 

logging) yang semakin hari semakin meningkat, sehingga menjadi suatu 
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momok yang menakutkan bagi masyarakat yang tinggal di kawasan hutan 

maupun masyarakat yang tinggal jauh dari kawasan hutan. Tentunya 

memberikan dampak buruk yang dapat menyebabkan rusaknya wilayah 

hutan dan rawan bencana. Wilayah kecamatan Kampar kiri hulu dikenal 

dengan wilayah yang nyaman dengan keindahan alam yang indah sehingga 

kerusakan ini akan menjadikan citra baik dari kecamatan Kampar kiri hulu 

rusak disebabkan pembalakan liar. Dengan konsep fiqih siyasah 

dusturiyah tentang tanggung jawab pemimpin dengan apa yang mereka 

pimpin agar masyarakat tenang dan aman berada di kampung mereka 

dengan tidak takut akan munculnya bencana disebabkan hutan yang sudah 

mulai gundul. Sedangkan sifat penelitian ini yaitu deskriptif dan dengan 

menggunakan metode analisis data kualitatif untuk mengetahui Bagaiman 

pelaksanaan perlindungan hutan di kecamatan Tapung Hilir dalam 

perspektif Fiqih Siyasah Nomor 13 tahun 2020 tentang perlindungan 

hutan, untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam 

pelaksanaan perlindungan hutan di kecamatan Tapung Hilir dalam 

perspektif Fiqih Siyasah Nomor 13 tahun 2020 tentang perlindungan 

hutan.
61

 

5. Ilham Reza Pahlevi, (2022): Penegakan Hukum Terhadap Pelaku 

Pembakaran hutan dan Lahan di Kecamatan Kemuning Kabupaten 

Indragiri Hilir Berdasarkan UU PPLH NO 32 tahun 2009 Menurut 
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Tinjauan Fiqih Siyasah. Skripsi ini menjelaskan tentang penegakan hukum 

bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup menurut tinjauan Fiqih Siyasah. penelitian ini 

dilatarbelakangi oleh adanya beberapa kasus pembakaran hutan dan lahan. 

Adapun tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimanakah 

penegakan hukum bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dan untuk mengetahui peneggakan 

hukumnya menurut tinjauan Fiqih Siyasah. Sedangkan faktor yang 

mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelaku illegal logging di 

Kecamatan Kerumutan pada penelitian ini yaitu tempat pelaksana illegal 

logging ini jaraknya cukup jauh, adanya kerja sama oknum-oknum dengan 

pelaku illegal logging dan masih tinggi permintaan atau kebutuhan akan 

kayu sehingga penegakan hukum di Kecamatan Kerumutan belum 

terlaksana dengan baik tidak sesuai dengan ketentuan peraturan Undang-

Undang Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan 

Perusakan Hutan. Penelitian kualitatif dalam pendekatan bersifat ini depat 

dan holistic akan menghasilkan penjelasan yang lebih banyak dan 

bermanfaat. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan 

format deskriptif, baik terhadap individu maupun kelompok yang lazimnya 

diteruskan pula dengan analisis kualitatif.
62
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian  

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif bersifat 

deskriptif dalam arti bahwa penelitian ini berfokus pada fenomena yang ada untuk 

kemudian difahami dan dianalisis secara mendalam. Pendekatan kualitatif 

diharapkan dapat mengungkapkan kondisi real yang terjadi dimasyarakat dan 

menyingkapi fenomena yang tersembunyi (hidden volues) dari seluruh dinamika 

masyarakat. Penelitian kualitatif dalam pendekatan bersifat ini depat dan holistic 

akan menghasilkan penjelasan yang lebih banyak dan bermanfaat. 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan format deskriptif, 

baik terhadap individu maupun kelompok yang lazimnya diteruskan pula dengan 

analisis kualitatif.
63

 Dengan pendekatan ini diharapkan akan diperoleh sebuah 

gambaran yang objektif mengenai kebijakan Pemerintah Kecamatan Tapung Hilir 

terhadap pemekaran dikota Pekanbaru. 

Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan (field research) yakni 

menjadikan bahan lapangan sebagai tumpuan utama. Sedangkan dilihat dari 

sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian 

yang menghasilkan data-data yang bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata 

tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. 
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B. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dalam penulisan 

skripsi ini penulis melakukan penelitian di Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten 

Kampar, Propinsi Riau. Alasan Penulis melakukan penelitian di lokasi ini adalah 

karena Kecamatan Tapung Hilir merupakan salah satu Kecamatan yang terletak di 

Kabupaten Kampar yang memiliki Sumber Daya Alam Hayati yang berdominasi 

perpohonan dan perkebunan kelapa sawit, hanya saja masih ada pelanggaran – 

pelanggaran yang dilakukan untuk membuat usaha perkebunan kelapa sawit 

sedangkan kawasan tersebut merupakan kawasan hutan konversi.  

C.  Subjek dan Objek 

1. Subjek Penelitian 

Subjek dari penelitian ini adalah Pegawai Dinas Lingkungan Hidup 

yang bertugas di bagian Penegak Hukum, Pegawai Kantor Desa Sekijang, 

dan informan masyarakat. 

2. Objek Penelitian 

Objek dari penelitian ini adalah Peraturan Daerah Kabupaten 

Kampar Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perlindunganan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup Perspektif Fiqih Siyasah. 

D. Sumber Data 

Sumber data adalah semua bukti yang disertakan dengan keterangan atau 

fakta yang boleh dirumuskan untuk menyusun, perumusan, kesimpulan atau 
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kepastian, dalam kajian ini, penyelidik menggunakan 3 sumber data untuk 

pemerolehan data, yaitu: 

a. Data Primer 

Data primer pada penelitian ini adalah Pegawai Dinas Lingkungan 

Hidup yang bertugas di bagian Penegak Hukum, Pegawai Kantor Desa 

Sekijang, dan informan masyarakat. 

b. Data Sekunder  

Data sekunder digunakan untuk mengumpulkan data, dengan 

mengumpulkan mendokumentasikan buku,  jurnal, dan dokumen yang 

berkaitan dengan masalah penelitian yang bersumber dari bahan 

perpustakaan.
64

 Data sekunder pada penelitian ini adalah beberapa buku, 

jurnal dan dokumen yang beraitan dengan masalah penelitian. 

c. Data Tersier 

 Data tersier adalah bahan-bahan memberi penjelasan terhadap data 

primer dan sekunder. Adapun data tersier dalam penelitian ini adalah 

kamus besar Bahasa Indonesia. 

E. Populasi dan Sampel  

a) Populasi 

Menurut Sugiyono Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari 

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 
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kesimpulannya. Berdasarkan penjelasan tersebut maka yang menjadi 

populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Kantor Dinas 

Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar sebanyak 56 orang dan seluruh 

pegawai Kantor Desa Sekijang sebanyak 9 orang serta masyarakat yang 

memiliki informasi megenai objek penelitian sebanyak 2 yang kemudian 

dijadikan informan penelitian.
65

 

b) Sampel  

Sampel merupakan bagian dari populasi yang menggambarkan sifat dari 

populasi yang bersangkutan sehingga mempermudah proses pengumpulan 

data yang tetap memperhatikan karakteristik yang dimiliki. Sampel adalah 

sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi.
66

 

Tabel 1V.1 

Populasi dan Sampel 

NO. Responden Populasi Sampel Teknik Penambilan 

Sampel 

1. Pegawai Kantor Dinas 

Lingkungan Hidup  

56 3 Purposive sampling 

2. Pegawai Kantor Desa Sekijang 9 2 Purposive sampling 

3. Informan Masyarakat 2 2 Total sampling 

Sumber data penelitian, 2023 

 

F. Teknik Pengumpilan Data 

1. Observasi, yaitu dengan cara mengumpulkan data melalui 

pengamatan  langsung di tempat penelitian. Hasil dari 
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pengumpulan tersebut peneliti digunakan sebagai tambahan data 

informasi dalam penelitian. 

2. Wawancara, yaitu kegiatan dilakukan guna mendapatkan informasi 

secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan 

pada responden.  Penulis mewawancarai informan yang berjumlah 

7 orang, diantaranya 3 orang Dinas Lingkungan Hidup, 2 orang 

Kantor Desa Sekijang, dan 2 orang Masyarakat. 

3. Dokumentasi, penelitian yang menggunakan barang-barang 

Dokumentasi adalah mencari data dan informasi dari benda-benda 

tertulis, seperti dokumen peraturan, serta saat sedang melakukan 

wawancara sebagai bukti. Dokumentasi yang di dapatkan penulis 

saat melakukan penelitian yaitu data file Sistem Lingkungan 

Hidup. 

4. Studi Kepustakaan, yaitu penulis mengambil data-data yang 

bersumber dari buku-buku yang berhubungan dengan masalah 

yang diteliti oleh peneliti salah satunya Penegakkan Hukum Tindak 

Pidana Illegal Loging.  

H. Analisis Data 

Analisis data adalah cara untuk menganalisis data penelitian, dalam hal ini 

analisis data kualitatif yaitu ketika semua data sudah terkumpulmaka peneliti akan 

menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara jelas.
67

 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan uraian hasil penelitian di atas yang telah dipaparkan pada bab-

bab sebelumnya maka peulis mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penegakan hukum terhadap pelaku penebangan hutan secara liar di atas 

terdapat beberapa cara atau langkah yang dilakukan yaitu dengan membuat 

pemberitahuan berupa himbauan yang tertulis maupun tidak tertulis, 

perketat pengawasan, melakukan razia rutinitas, ditangkap dan disita si 

pelaku beserta barang buktinya, dan memberikan sanksi kepada pelaku 

yang mana bisa berupa peringatan ancaman dan hukuman penjara. 

2. Adapun faktor yang menghambat pelaksanaan penegakan hukum terhadap 

pelaku Illegal Logging penebangan hutan secara liar di kawasan tersebut 

yaitu: 

a. Faktor Perekonomian Masyarakat. 

Yang mana faktor tingkat perekonomian masyarakat yang 

berada di kawasan hutan tersebut masih sangat rendah. 

b. Faktor Pendidikan dan Pengetahuan. 

Faktor pendidikan dan pengetahuan kesadaran diri masyarakat 

masih rendah sehingga mudah dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang 

mempunyai bisnis kayu. 

c. Faktor Kurangnya Pengawasan Hutan. 



90 

 

 

Faktor inilah yang mempengaruhi penebangan hutan secara 

liar yang disebabkan kurang nya pengawasan sehingga masih banyak 

terjadinya penebangan hutan liar. 

d. Faktor Backing Yang Kuat 

Faktor inilah yang mempengaruhi penebangan hutan secara liar 

yang disebabkan karena backing yang kuat dilingkaran kekuasaan 

sehingga mereka tidak gampang diseret ke pengadilan. 

3. Menurut Fiqih Siyasah bahwa kebijakan Dinas Lingkungan Hidup dalam 

undang-undang terhadap kebutuhan masyarakat termasuk kedalam 

pembahasan Siyasah dusturiyah yaitu hukum yang membahas pengaturan 

dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi 

persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi 

kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya. Selain itu, 

kebijakan Dinas Lingkungan Hidup dalam meningkatkan pelaksanaan 

penegakan hukum terhadap pelaku illegal untuk menjami keaamana dan 

kelestaraian hutan adalah hal yang sangat penting untuk menjauhkan dari 

hal-hal yang tidak diingingkan. 

 

B. Saran  

Berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini, maka perkenankanlah 

untuk memberikan saran-saran yang penting untuk diperhatikan sebagai berikut: 

1. Pemerintah 

Lebih meningkatkan pengawasan terhadap kawasan ynag 

berpotensi meruk lingkungan juga meningkan sosialisasi terhadap 
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masyarakat, dan Tanggung jawab serta peran dari aparatur desa dalam 

mewujudkan masyarakat adil, rukun, tentram, dan damai. 

2. Masyarakat 

Membantu dalam pengawasan hutan agar tidak terjadi pembalakan 

liar yang berkelanjutan. Harus ada peran serta patisipasi dari masyarakat 

untuk menjaga kawasan hutan agar tetap kondusif. Kepada para tokoh 

masyarakat setempat hendaknya dapat bekerja sama dalam menjaga dan 

mengawasi kawasan hutan. 
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